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   ABSTRAK 
Arief Yudha Irwanto. 201610115314. Bantuan Hukum Probono Dalam 

Pendampingan Tersangka Pada Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 56 

KUHAP. 
 

Proses penyidikan merupakan salah satu rangkaian yang harus dilalui oleh setiap 
individu yang diduga melakukan tindak pidana, disamping itu terdapat aturan-
aturan main yang sudah ditetapkan yang bertujuan untuk kepastian hukum salah 
satunya adalah tentang penunjukan guna pendampingan bagi tersangka yang 
tidak memiliki penasihat hukum sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan 
Pasal 56 KUHAP. Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menjelaskan penunjukan dan pendampingan hukum terhadap hak tersangka 
dalam perkara probono berdasarkan Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum 
ditingkat penyidikan serta apa faktor-faktor yang mengambat implementasi Pasal 
56 KUHAP sebagai kewajiban hukum ditingkat Penyidikan dalam perkara 
probono.  

Urgensi dari penelitian ini adalah perlindungan hukum atas hak yang seharusnya 
diberikan oleh penegak hukum dalam rangka mendapatkan pendampingan 
hukum untuk memastikan prosedur yang dijalankan oleh setiap aparat penegak 
hukum khususnya penyidik untuk senantiasa mengikuti ketentuan yang sudah 
ditetapkan melalui Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian yuridis-normatif. 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian kali ini adalah para penegak hukum 
seringkali lalai dalam menerapkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, ditambah dengan 
kurangnnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya ketika mereka menjadi 
seorang tertuduh khususnya dalam tahap penyidikan. belum ada konsekuensi 
yang jelas dan tegas terhadap aparat penegak hukum tersebut terkait melalaikan 
ketentuan Pasal 56 KUHAP. Hal tersebut menjadi problematika tersendiri, 
dikarenakan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang bersifat imperatif tetapi tidak ada 
sanksi yang ketat dan tegas. 

Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum, Probono, Penyidikan 
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ABSTRACT 

Arief Yudha Irwanto. 201610115314. The Legal Aid of Probono in The 

Suspects in the investigation process under article 56 of the criminal procedure 

code. 

 

The investigation process in one of a series that must be passed by each 

individual who discusse the follow up, eliminating the main rules that have been 

established relating to legal certainty, on of which is the appoinment of 

assistance for suspects who have the legal truth contained in the provisions of 

article 56 of the crimibal prosedure code. The purpose of this essay is to find out 

and explain the appointment and legal accompaniment of the suspect’s rights in 

a probono case based on article 56 of the criminal procedure code as a legal 

obligation of the investigation levels and what are the factors that inhibits the 

implementation of article 56 of the criminal procedure code as a legal obligation 

at the investigations case in probono case.  

 

Urgency of This research has a related to the right that should be given by law 

enforcers in order to get legal assistance to ensure the procedure carried out by 

every law enforcement officer, espencialy investigators, to always follow the 

provisions set out through the law, this research method used is juridical-

normative research. 

 

The result obtained in this study are that law enforcers are often negligent in 

applying the provision of article 56 of criminal procedure code, coupled with the 

lack of public’s knowledge of their rights when they become a suspect, especially 

in the investigation process at the police office stage. There are no clear and 

decisive consequences for the law enforcement officers related to neglect the 

provision of article 56 of the criminal procedure  code. This has become a 

problem no need in itself, because the provision of article 56 of the criminal 

procedure code are imperative but there are no strict sanctions. 

Keywords : Attorney, Legal Aid, Probono, Investigation
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MOTTO 

“TO GET SOMETHING YOU NEVER HAD,  

YOU MUST DO SOMETHING YOU NEVER DID” 

 

“BILA AIR YANG SEDIKIT DAPAT MENYELAMATKANMU DARI RASA HAUS, 

TAK PERLU MEMINTA AIR LEBIH BANYAK YANG BARANGKALI DAPAT 

MEMBUATMU TENGGELAM. MAKA SELALULAH BELAJAR CUKUP 

DENGAN APA YANG KAU MILIKI” 

-EMHA AINUN NADJIB- 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

UNTUK PAPAH DAN MAMAH YANG SUDAH MEMBESARKAN DAN 

JUGA MENDIDIK SAMPAI DENGAN SAAT INI, I LOVE YOU. 
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